PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2263 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

BERUPA TANAH DAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Juli 2015 dan

tanggal 7 Januari 2015, Barang Milik Daerah berupa tanah Pengganti,
Tanah Suka (SUK) dan Penataan Taman telah diserahterimakan
kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q.
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a

akan digunakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang tugas dan
fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertamanan dan pemakaman sehingga perlu ditetapkan Keputusan
Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang
Milik Daerah Berupa Tanah dan Taman;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

S. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;

12. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN TAMAN.

Menunjuk Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah
berupa tanah dan taman dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah
penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa
izin tertulis dari Gubernur.

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, wajib :

a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh
terhadap Barang Milik Daerah;

b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang
Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

OO 0 o) P W~

—

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mendapat jaminan pengamanan dengan rincian sebagai berikut :

a. tanah pengganti menjadi tanggung jawab PT Mulia Karya Gemilang
selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018;

b. tanah Suka (SUK) menjadi tanggung jawab PT Lintas Cipta
Development selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun
2015 sampai dengan tahun 2018; dan

C. penataan Taman menjadi tanggung jawab PT Kencana Graha
Mandiri selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2015
sampail dengan tahun 2018.

Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya
menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
T - UKO A JAKARTA
ARIS DAERAH,
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T et

. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

. Walikota Jakarta Selatan

. Walikota Jakarta Pusat

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan

12. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Pusat

13. Camat Pesanggrahan

14. Camat Setiabudi

15. Lurah Bintaro

16. Lurah Karet Semanggi

I



¢O0TEOPB6ITICOP96T dIN

HVTINAAVS

‘HYIAVA SIV ¥
VLAV VLO3N
m:mbmxmémgazSoﬁm:

uejeRs
ST10Z npe o] redsue) BLENE[ [SENSIUIUPY BIOY] ‘Ipngenag
1svd rensos 3ueuuon wnsey Uejewreddy] ‘FurUIog Jorey] Ueyeln[ey] 500 duosoy
eArey] el Ld ueqifemay | 000° S8 €S8°6/, S0S®ey S10¢ G611 01-6 Suraey] 0]0IqNG J0¥en [BISPUSL UeEer | ZZ000 ‘SO'TI'TO’ IO Yeue], ‘c
uejePRs
ST10Z Unpe O] re3sue; e[ ISenSIUIpy B0y ‘veyerSsuesog
1svd rensas juaurdoraas(g wnsey uejeureday] ‘orejurg ueyeIn|ay] 500 Zuosoy]
eyd1) seiury 14 weqifemay] | 000°07€'889°€ Sosey ST10T S691 (I SYA uerer) ereyn oreyung werer | 0z000 ‘SO'TT'I0'TO Heue], ‘T
S10¢ Henuep Jesud ejrexep
/, ed3ue) 19vg rensos ISenSIUIIpPY B0 ‘SUsjUsS|y Uejeuredsy]
LITPUEA BURID) BUBOUIY JJ wnseyq ‘BULIUSIN UeyRIN(SY ‘g JOWO)N ULIUIey], 666
ueqIfemoy ueure} ueeleusd | 09+ Z¢H STT sosey S10¢ "HIN Ue[e[ 1amo], A1) 9y, Sunpap Iejses €0000 ‘LCTO'TT €0 uetre], T
(dy) uey9sjorsd | ueysrorad (zum) 1318, 9y uered apoy| Suereg )
uesueIoay ueysjorad eSrey resvy unye], sen| JEUIENY 1SBXO]/3e1] IOWION sIuap feureN °N

VLAVAV VIOXNMI SNOSNHMY HYIAVA ISNIAOMd NVINVIVINEd NVA NVNYINVINAd SYNId VAVd

NVIAVL NVA HYNVL VdNJHd VIV VIOMNE]l SNSNHY HYYAVA ISNIAOY HVIAVA MITIA DNVIvd

9102 4290330 01 TeS3ue]
97102 NNHYL 8922 IO0WON
elIese eloingj

sSnsny3 yeroe( ISuraold mnuisgny) ueshindoy

uerdure]




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

